PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 3 TAHUN 1960
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI

Presi den Republik I ndonesi a,

Meni nbang :

bahwa dengan nengutanmakan kepentingan ummat |slam warga-negara
Republ i k I ndonesi a dal am nenunai kan i1 badah haji dengan biaya yang
ser endah-rendahnya di pandang perlu nengadakan ketentuan-ketentuan
agar terlaksana perbai kan dal am penyel enggaraan urusan perjal anan
haji ol eh Penerintah;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar;

2. Keput usan Per dana Ment eri t anggal 8 Mei 1954 No.
100/ P. M /1954. seperti telah diubah dan ditanbah dengan
Keputusan Perdana Menteri t anggal 7 Juli 1954  No.
149/ P. M / 1954;

Mendengar
Menteri Pertana/ Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Mida Aganma
dan Mentri Miuda Keuangan pada tanggal 2 Nopenber 1959;

Memut uskan :
Menet apkan:
Perat uran Presiden tentang penyel enggaraan Urusan Haji .
Pasal 1
Urusan Haji termasuk |ingkungan pertanggungan-j awab;
1. Menteri Mida Agana, sepanjang pekerjaannya disel enggarakan
di dal am negeri
2. Menteri Luar Negeri, sepanjang pekerjaannya disel enggarakan

di | uar negeri .
Pasal 2

(1) Departenen Aganma, bersama-sama dengan Departenen- departenen
yang ber sangkut an, nengat ur dan nenyel enggar akan:

a. pendaft aran pel amar cal on haji,
b. penbagi an Quotum haji ;
C. penberian Pas Perjalanan Haji berdasarkan ketentuan-

ketentuan dal am Staatsblad 1927 No. 508 seperti telah
di ubah dan ditanbah, terakhir dengan Staatsblad 1931 No.

44;

d. penetapan jum ah biaya perjalanan haji dan nengurus
keuangannya serta pengiriman uang biaya perjalanan ke
Saudi Arabi a;

e. perbai kan taraf (manasik haji) para calon haji dalam

menunai kan i badah haji;
f. penbuat an bekal (sahara) bagi para calon haji;



(2)

(3)

(1)

perjal anan dan pengi napan para calon haji dari ibukota
-1 bukota daerah tingkat |1 dari tenpat tinggal nya

sanpai nai k kapal dan sebaliknya, pengangkutan barang-

barangnya serta service pada waktu peneri ksaan-
peneri ksaan dipel abuhan dan lain-lain dalam perjal anan

t er sebut;

h. perj al anan/ pengangkatan jemaah haji dengan kapal atau

pesawat terbang sanpai di Tanah Suci dan sebal i knya;

penborong (pencharteran) kapal dan pesawat terbang untuk
pengangkut an j emaah haji ;

] - lain-lain tugas "pel grinsagent” sebagai ditentukan dal am
"Pel gri nsordonnantie" (Staatsblad 1922 No. 698) sepert
telah diubah dan ditanbah, terakhir dengan Staatsblad
1947 No. 50. dan sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Presiden ini;

k. pi npi nan, peneli haraan kepentingan-kepentingannya dan

penberian bantuan kepada para jenmaah haji selama dal am

perj al anan pul ang- pergi di dal am negeri;

pengawasan dan pinpi nan umum dan pengawasan atas segi -

segi dalam urusan perjalanan haji yang tidak disebut

pada huruf-huruf a sanpai dengan k di at as.

«Q

Departenmen Luar Negeri, bersama-sana dengan Departenen-

departenen yang ber sangkutan, mengatur dan nenyel enggar akan:

a. urusan perjalanan serta pengi napan dan/atau service di
Saudi Arabi a;

b. urusan barang-barang warisan jenmaah haji yang neni ngga
duni a dal am perj al anan.

C. pi npi nan, penel i haraan kepentingan-kepentingannya dan

penberi an bantuan kepada para jenmaah haji selama dal am

perj al anan pul ang- pergi diluar negeri.
Tugas-tugas tersebut pada huruf e sanpai dengan huruf | pada
ayat (1) pada huruf a pada ayat (2) pasal ini dapat untuk
| ebi h neringankan beban jemaah haji dan dengan nengi ngat
kepent i ngan- kepentingan di nas diserahkan kepada badan-badan
resm dengan cara penborongan dengan harga serendah-rendahnya
dan dil aksanakan di bawah pengawasan serta nenurut peraturan-
peraturan yang ditetapkan nasing-nmasing oleh Menteri Mida
Agama dan Menteri Luar Negeri

Pasal 3

Segal a biaya perjalanan haji tersebut pada pasal 2 ayat (1)
huruf d sanpai dengan huruf | dan dalam pasal 2 ayat (2)
di t at a- usahakan diluar Anggaran Pendapatan dan Bel anja Negara
dan di per hi tungkan ol eh Menteri Mida Agama dengan jum ah bi aya
perjalanan haji yang dipungut dari jenmaah haji, dengan
ket entuan bahwa sisa |l ebih dari tiap nusimhaji disetor di Kas
Negeri .

(2)Dari para jemaah haji oleh Menteri Mida Aganma dapat di pungut

biaya admnistrasi dan lain-lain biaya, yang berdasarkan
ket ent uan- ket entuan dari "Pel gri msordonnantie"” tersebut pada
pasal 2 ayat (1) huruf i nenjadi hak "pelgrinsagent”, dengan
tidak nmengurangi kewajiban untuk nenperhitungkan biaya yang
seringan-ringannya dan nenbayar kenbali kel ebi han uang biaya



perj al anan haji kepada jemaah haji yang bersangkut an. Pasal
4

Dal am nmenyel enggar akan pekerj aan-pekerjaan urusan haji Menteri Mida
Agama dan Menteri Luar Negeri dibantu oleh suatu Panitia Negara
Urusan Haji, yang sel anjut nya di sebut kan PANUHAD. Pasal 5

PANUHAD di beri tugas nenberikan pertinbangan-pertinbangan kepada
Menteri Miuda Agama dan Menteri Luar Negeri nengenai penyel enggar aan
urusan haji, baik yang dimnta maupun atas inisiatif sendiri.

Pasal 6

(1) PANUHAD terdiri dari pegawai - pegawai dar

a. Depart enen Agana sebagai Ket ua;

b. Departenen Luar Negeri sebagai Wakil Ket ua;

C. Depart enen Keuangan sebagai anggot a;

d. Departenen Dalam Negeri dan Qonom Daerah sebagai
anggot a;

e. Depart enen Kesehat an sebagai anggot a,

f. Depart enen Kehaki man sebagai anggot a;

g. Depart enen Sosi al sebagai anggot a;

h. Depart enen Per hubungan Darat & P.T.T. sebagai anggot a;

i Depart enen Per hubungan Laut sebagai anggot a;

] . Depart enen Per hubungan Udara sebagai anggot a;

K. Lenbaga Al at-al at Penbayaran Luar Negeri sebagai anggota

dan
l. Departemen Aganma (selainnya tersebut pada huruf a
di at as) sebagai Panitera.
(2) Ketua, Wakil Ketua, anggota dan Panitera PANUHAD di angkat ol eh
Menteri Pertama atas usul Menteri (Miuda) yang ber sangkut an.

Pasal 7

Hal -hal lain nengenai PANUHAD diatur bersama oleh Menteri Mida
Agama dan Menteri Luar Negeri

Pasal 8

Segal a biaya untuk PANUHAD di bebankan kepada Anggaran Departenen
Agana.

Pasal 9

Peraturan ini dapat disebut "Peraturan Penyel enggaraan Urusan Haji"
dan mul ai berl aku pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, rnenerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am
Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.



D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 1960
Presi den Republik | ndonesia

SCEKARNO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 1960
Ment eri Muda Kehaki man,
SAHARDIO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN No. 3 TAHUN 1960
t ent ang

PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI
| . PENJELASAN UMM

Urusan Haji mer upakan  konpl eks  ber bagai - bagai urusan yang

di sel enggarakan ol eh beberapa Departenen dalam Kkerja-sama dan

bertujuan nenjam n kesel amatan dan kesej ahteraan, serta nenberi kan

servi ce dan pinpinan/ perlindungan kepada jenaah haji selama dal am

perj al anan nenunai kan i badah haji. Dasar-dasar fikiran dal am urusan

haj i adal ah :

a. Meni ti kberatkan rasa dan pengertian bahwa umat |slam dal am
mel aksanakan segal a sesuatu yang bertalian dengan ibadah haji
di urus ol eh Penerintah;

b. Meni ti kberat kan rasa dan pengertian bahwa para alimul ama dan
para guru aganma |slam tidak dapat dipisahkan dari umat |slam
yang akan nenunai kan i badah haji dal am nemahankan il mu manasi k
haji sebagai syarat nutlak yang nenuju kearah sahnya haji;

C. Menpertinggi taraf kecerdasan dan kehi dupan jemaah haji dal am
perj al anan sebagai bangsa dari Negara yang tel ah nerdeka dal am
garis-garis yang tidak bertentangan dengan aganma |slam

Ad. a. Menyinpang dari Hukum Laut yang diatur dalam Buku I1
dari  Kitab Hukum Perniagaaan (Wtboek van Koophandel), urusan
pengangkutan orang-orang yang pergi ke Mkah untuk nenunaikan
i badah haji diatur dengan "Pelgrinsordonnantie”, yang ternmaktub
dalam Staatsblad 1922 No. 698, sebagaimana telah diubah dan
di tanbah yang terakhir dengan Staatsblad 1947 No. 50.

Pel gri msordonnanti e tersebut nenetapkan syarat-syarat khusus
mengenai pengat uran ruangan-ruangan (gel adak), nmengenai persedi aan
dan penberian nakanan, air, pengobatan dan perawatan, serta
nmengenai perl engkapan dan lain-lain guna Kkeselamatan dan
kesej ahteraan jemaah haji; kesenmuanya itu di bebankan pada pemlik
kapal , pengusaha kapal, kaptennya, serta pengangkut (bevrachter),
dan nenerlukan sedi kit pengawasan jika pengangkutan itu dilakukan
ol eh pengusaha kapal yang bonafi de.

Yang mnta penuh perhatian Penerintah adalah peranan
"Pel grinmsagent”, vyang nenurut "Pelgrinmsordonnantie” ialah orang
atau badan hukum Dberkedudukan atau nenpunyai perwakilan di



| ndonesia, yang dengan ijin dari "D recteur van Scheepvaart"”
(sekarang di kuasakan kepada Departenen Aganma) |angsung atau tidak
| angsung nenj ual atau nenyuruh nenjual ticket (plaatsbew js) kepada
orang yang akan pergi haji untuk perjalanannya dari |ndonesia
kesuatu pel abuhan di Laut Merah, Teluk Aden atau Laut Arab, dan
pul angnya kepel abuhan penber angkat an.

"Pel grinmsagent” pada hakekatnya nenpunyai fungsi sebaga
makel ar atau penborong kapal atau sebagian dari kapal yang ol eh

pem | i k dan pengusaha kapal telah disiapkan sebagai kapal haji, dan
sebel um nmendapat ijin harus nenyetor uang borg kepada Penerintah
| ebi h dul u, sebagai j am nan agar ia menenuhi kewa-

j 1 ban- kewaj i bannya dalam soal keuangan terhadap jenmaah haji,
Kewaj i ban- kewaj i bannya yang terpenting ialah penmul angan j emaah haji
yang ketinggal an di Saudi Arabia atau dikaranti na.

Kewaj i ban "Pel gri nsagent” nenurut "Pel grinmsordonnantie” hanya
sedi kit, akan tetapi peranannya diluar itu nmem nta kebijaksanaan,
pengawasan dan kewaspadaan Peneri nt ah unt uk mencegah
kej adi an- kej adi an yang tidak diinginkan, msalnya penmungutan biaya
yang terlalu tinggi atau penerasan/peni puan ol eh berbagai pi hak.

D | var t ugas/ urusan "Pel gri nsagent” yang ber dasar kan
"Pel gri nmsordonnanti e" disel enggarakan juga urusan-urusan perjal anan
dan pengi napan nereka secara berkelonpok didarat dan diberikan
service bagi nereka; nenurut pengalaman masih perlu senantiasa
di usahakan penanbahan perbai kan- per bai kan di sanpi ng pi npi nan,
bi nbi ngan, pengawasasan dan per | i ndungan guna mengat asi
kesulitan-kesulitan baik diperantauan maupun didalam negeri,
m sal nya berhubung dengan kesulitan penginapan dikota pel abuhan,
peneri ksaan di pel abuhan, perjal anan kereta api dan sebagai nya. Yang
dem kian itu berlaku juga bagi nereka yang nel akukan perjal anannya
dengan nmenunpang pesawat terbang.

H ngga tahun ini tugas "Pelgrinsagent” dan segala urusan-
urusan lain itu, yang tidak masuk tugas Penerintah, dibebankan pada
Yayasan Perjalanan Haji Indonesia, yang oleh Kenenterian Aganma
sejak tahun 1954 di akui sebagai satu-satunya badan yang
nmenyel enggar akan urusan haji di bawnah pengawasan dan perlindungan
Kenent er i an/ Depart enen Agana.

Ber hubung dengan per kenbangan- per kenbangan dal am urusan haji
ini serta untuk nmenyesuai kannya dengan keadaan ket atanegaraan
setel ah Undang-undang Dasar 1945 berlaku Ilagi, naka pengakuan
Yayasan Perjalanan Haji Indonesia sebagai satu-satunya badan
penyel enggara perjalanan haji itu telah dilepaskan nulai 1
Sept enber 1959 sedang pekerjaannya akan dil akukan ol eh Penerintah
sendiri, i.cC. Departenmen Agansa, dengan bekerja-sama dengan
| ai n-1ai n Departenmen yang ber sangkut an.

Memang terasa perlu "Pelgrinsordonnantie" tersebut ditinjau
kenbal i dan diganti dengan peraturan baru, serta di adakan peraturan
tersendiri nengenai soal-soal lain dari urusan haji (diluar
urusan-urusan Yyang dinmaksud oleh "Pelgrinsordonnantie"), akan
tetapi untuk itu diperlukan waktu, penyelidi kan dan pengal aman yang
| uas. Senentara itu diadakan Peraturan Presiden ini unt uk
mengusahakan sel ekas- | ekasnya per ubahan- per ubahan dan
per bai kan- per bai kan dal am soal wurusan haji yang sangat nendesak
unt uk di | aksanakan dal am nmusi m haji yang akan dat ang-



Ad b. Berhubung dengan besarnya jum ah orang yang berangkat
menenuhi i badah haji, sedang karena keadaan devisen jum ah cal on
yang dapat di berangkatkan perlu dibatasi, maka sudah sepat ut nyal ah
jika disanping nengingat syarat-syarat badaniah dan [|ain-Iain,
pengut amaan di beri kan kepada nereka yang sudah cukup nemaham il nmu
manasi k haji dan cukup kecakapannya untuk nel aksanakannya. Kepada
mereka yang mnasih belum nmencukupi syarat itu akan diharuskan
menmahankannya | ebi h dul u.

Ad c¢. D sanping syarat-syarat tersebut pada ad b akan
di usahakan pul a nengut anmakan nereka yang dal am perj al anan beber apa
mungki n  dapat nenmenuhi atau nendekati nilai, bahwa nereka itu
dinegara asing dipandang sebagai wakil atau contoh bangsa
| ndonesi a, sehingga nereka perlu dapat menunj ukkan suatu kecerdasan
dan tingkat kehi dupan yang nmenjunjung tinggi kehormatan bangsanya.

Ti ngkat an kehi dupan yang nenjunjung tinggi kehormatan bangsa
ini harus dicapai pula dengan perlakuan yang |ayak bagi manusia
sel ama ada di perj al anan.

1. PENJELASAN PASAL DEM PASAL.

Pasal 1
Sesuai dengan jiwa dan senmangat Undang-undang Dasar 1945, maka
urusan haji perlu diselenggarakan oleh Penerintah sendiri
dengan pengerti an bahwa yang bertanggung-j awab kepada Presi den
dal am hal ini ialah

a. Ment eri Muda Agansa, sepanj ang pekerj aannya
di sel enggar akan di dal am negeri ;
b. Ment eri Luar Negeri , sepanj ang pekerj aannya

di sel enggar akan di |l uar negeri .

Karena Urusan haji nenyangkut konpetensi Departenen-departenen
lain, maka Menteri Miuda Agama dan Menteri Luar Negeri dengan
sendirinya nmemnta pertinbangan dalam hal ini kepada
Menteri-nmenteri (Mida) | ain.

Pasal 2

(1) Perincian dari sektor-sektor urusan haji ini dibuat guna
mendapat penmandangan serta nenetapkan dengan nudah
sektor- sektor nmanakah yang akan diselesaikan oleh
Permerintah sendiri dan sektor-sektor manakah yang dapat
di serahkan kepada badan-badan resm atau partikelir jika
di pandang perlu untuk diselesaikan dibawah pengawasan
Penerintah. Urusan-urusan yang ternaksud diatur dan
di sel enggarakan oleh Menteri Mda Aganma bersana-sama
dengan Menteri-nenteri (Mida) |ain, diantaranya dengan
yang nmem npi n Departenen-departenen tersebut pada pasa
6, dan lain-lain instansi. Untuk itu dapatlah diadakan
keput usan- keput usan bersanma dan sebagai nya ol eh Menteri
Muda Aganma dengan Menteri (Miuda) atau Menteri-nenteri
(Muda) | ain yang ber sangkut an. M sal nya, soa
pengangkat an dengan kapal /pesawat wudara diatur oleh
Menteri Miuda Aganma ber sama-sama dengan Menteri Mida Luar
Negeri, Menteri Mida Perhubungan Laut/Udara dan Menteri



Pasal

(2)

(3)

3
(1)

(2)

Mida Kesehat an

Sel ain itu Depart emen- depart enen dapat nmenber i
perti nbangan-perti nbangannya kepada Menteri Mida Agama
nmel al ui Panuhad tersebut pada pasal 4.

Seperti dikatakan bagi Menteri Mida Agana pada ayat (1),
maka Ment eri Luar Neger i pun mengat ur dan
nmenyel enggar akan urusan-urusan yang masuk konpetensinya
ber sama- sanma dengan Menteri (Mida) atau Menteri-nenteri
(Muda) lain dan untuk itu nengadakan keputusan-keputusan
bersama dan | ai n-1ai n sebagai nya.

Untuk itu Menteri Luar Negeri juga dapat nemnta dan
nmeneri ma perti nbangan- pertinbangan dari Panuhad tersebut
pada pasal 4.

Penyel enggar aan t ugas "Pel gri nsagent” nmenur ut
"Pel gri nsordonnantie" sesuai dengan politik Penerintah
Hndia Belanda dulu diserahkan kepada inisiatif

partikelir, akan tetapi dal am rangka undang-undang Dasar
1945 tidak dapat di | epaskan dari canpur t angan
Penerintah yang | ebi h dari pada pengawasan saj a.

Li hatl ah penjel asan atas pasal 2 ayat (3).

Penyel enggaraan tugas "Pelgrinmsagent” oleh Penerintah
nmenur ut si fat nya (penel i haraan kesel amat an,
kesej ahteraan dan Kkepenti ngan-kepentingan lain dari
jemaah haji serta penberian binbingan dan perlindungan
tidak dapat dianggap sebagai pekerjaan dari suatu
perlindungan tidak dapat di anggap sebagai pekerjaan dari
suatu perusahaan dalam arti kata sepenuhnya nenurut
"I ndonesi sche Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419),
akan, tetapi merupakan usaha sosi al .

A eh karena keuangannya perjalanan haji nmer upakan
keuangan fi hak ketiga dan perlu dijaga supaya
penmakai annya dapat berjalan |ancar, maka pengurusannya
di sel enggar akan diluar sal uran keuangan Penerintah (| uar
Anggar an Pendapat an dan Bel anj a Negar a) ol eh
bendahar awan yang khusus ditunjuk untuk itu

Agar supaya tidak nenberat kan beban keuangan Peneri nt ah

sudah sel ayaknya harus dapat dipungut uang adm ni strasi
guna nenutup biaya-biaya dari tata-usaha urusan-urusan
yang semul a di sel enggar akan ol eh badan-badan partikelir,
dan ongkos pengawasan, m salnya biaya perjalanan para
pengawas sel ana perj al anan.

Yang di maksud dengan "lain-lain biaya yang berdasarkan
ket ent uan- ket entuan dari Pel grinsordonnantie nenjadi hak
Pel grins-agent” ialah antara lain

a. uang persedi aan untuk nemul angkan jemaah haji yang
ol eh kapal nya diti nggal kan di karanti na.
b. reduksi yang diperoleh dari pengusaha kapal atau

penborong | ain karena ada tenpat-tenpat yang tidak
diisi,



C. persediaan guna nmenjamn risiko-risiko, ongkos
per kara dan sebagai nya.

Lebi han uang biaya perjalanan haji sudah tentu harus

di bayarkan kenbali kepada yang bersangkutan, ternmasuk

juga uang titipan dari jenmmah haji guna diterinmakan
kenbali pada waktu tiba kenbali dipelabuhan untuk
keper | uan- keper | uan pada keti ka itu at au unt uk

perj al anan pul ang sel anj ut nya.

Pasal 4 sanpai dengan pasal 8.

Dal am nenyel enggarakan wurusan haji hingga kini senantiasa

di hadapi kesulitan-kesulitan, yang sebagi an terbesar berkisar

di sekitar soal -soal sebagai beri kut

1) konpet ensi nmasi ng- masi ng Departenen dal am urusan haji;

2) keput usan tenaga pel aksana yang cakap;

3)tingkat pendidi kan jemaah haji yang tidak sang;

4)sifat konersiil yang diberi kan kepada perjal anan haji.

Ber hubung dengan itu naka di pandang perlu agar kepada Menteri

Mida Aganma dan Menteri Luar Negeri untuk nenyel enggarakan

urusan haji pada umumya dan unt uk nenecahkan masal ah- masal ah

seperti tersebut diatas pada khususnya diperbantukan suatu

Panitia Negara Wusan Haji (Panuhad) sebagai penasehat, yang

terdiri dari wakil instansi-instansi yang bersangkut an.

Kepada Panuhad dapat pula diberikan tugas=tugas tertentu

seperti m sal nya :

1. Mengadakan tinjauan secara |uas dan nendal am tentang segal a
sesuat u nengenai urusan haji;

2. Merancangkan Undang-undang dan lain-lain peraturan baru
tentang urusan haji yang sesuai dengan keadaan yang
sebenar nya.

Pasal 9
Cukup | el as.

CATATAN

Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG

SUMBER : LN 1960/ 18; TLN NO 1939



